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SUBMISSION TRACK ABSTRACT
Recieved: January 20, 2024 The Indonesian government issued regulations
Final Revision: February 07, 2024 regarding the transition of community health centers to
Available Online: February 12, 2024 regional public service agencies (BLUDs) in 2018. These
regulations require all community health centers in Indonesia
KEYWORDS to change their status to BLUDs. During this transition, the
Community Health Center faced many challenges, such as
Interna cotrol, COSO, BLUD, Community health preparation, financial management, technology, human
center resources, corruption and poor internal control, which

negatively impacted the performance and survival of the

Community Health Center. Therefore, this article will integrate

E-mail: nay.amity@gmail.com the internal control of the Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) into BLUD
Community Health Centers so that they can resolve all their
problems and improve their performance. The approach of this
article uses a qualitative descriptive approach. Based on the
results and discussions, COSO internal control can be
implemented in BLUD community health centers. In addition,
the five components of COSO internal control can increase the
preparedness of community health centers, improve
technology and innovation, competent human resources,
reduce corruption, and increase the effectiveness of internal
control so that the performance of BLUD community health
centers increases.

CORRESPONDENCE

I. INTRODUCTION Dampak  positif  dari  transisi
Puskesmas menjadi BLUD adalah
kemandirian (Firdausi & Pujaningsi, 2018),
kualitas pelayanan kesehatan prima (Ariyanti
et al., 2024), kinerja pelayanan yang
meningkat (Arza & Riyasari, 2020), kepuasan
pasien (Khusnah & Peristiowati, 2023), dan
kinerja keuangan (Hernando & Syofyan,
2022). Disisi lain, beberapa masalah muncul
saat transisi terjadi seperti ketidaksiapan
puskesmas yang meningkatkan masalah tata
kelola (Silalahi et al.,, 2021), pengelolaan
keuangan yang buruk (Firdausi & Pujaningsi,
2018), ketersediaan teknologi yang terbatas
(Wismoyo & Nasution, 2022), dan sumber
daya manusia yang terbatas (Sandria et al.,
2020), dan potensi korupsi yang tinggi (Fikri

Transisi status Pusat Kesehatan
Masyarakat atau Puskesmas menjadi pusat
perhatian bagi seluruh pemangku
kepentingan. Peraturan Pemerintah Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 menyatakan
bahwa status Puskesmas akan mengalami
perubahan menjadi Badan Layanan Umun
Daeran (BLUD) (Sulistyowati & Sunaningsih,
2023). Sejalan dengan aturan ini, (Rahayu et
al.,, 2023) mengatakan bahwa Kementrian
Kesehatan mewajibkan seluruh puskesmas
menjadi BLUD. Tentu saja, transisi ini
memberikan  dampak beragam  bagi
Puskesmas.
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et al., 2022) menyebabkan peralihan status
puskesmas ke BLUD menjadi masalah
serius. (Wijayanti et al., 2020) menerangkan
bahwa tidak adanya pengendalian internal
menyebabkan masalah semakin pelik.

Berdasarkan survei Association of
Certified  Fraud  Examiners  (ACFE),
penyebab masalah runyamnya pengendalian
dan korupsi di sebuah organisasi disebabkan
oleh lemahnya pengendalian internal (ACFE,
2024). Akibat Ilemahnya pengendalian
internal ini telah merugikan organisasi setiap
tahunnya mencapai $3,1 milyar. Hal serupa
terjadi di Indonesia juga, bahwa kerugian
negara yang disebabkan oleh tidak becusnya
pengelolaan kesehatan mencapai angka Rp.
100.195.409.992 (ICW, 2024). Oleh karena
itu, pengendalian internal menjadi hal yang
urgen dan harus segera ditindaklanjuti
khususnya di Puskesmas yang masih belum
memiliki pengendalian internal.

Tujuan penelitian ini adalah
mengintegrasikan  pengendalian internal
Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission (COSO) dengan
problem yang dihadapi oleh Puskesmas.
COSO merupakan organisasi internasional
yang memiliki spesialisasi di bidang
pengendalian internal (COSO, 2013).
Kerangka kerja pengendalian internal COSO
memiliki lima komponen utama, Vaitu
lingkungan pengendalian, penilaian risiko,
aktivitas  pengendalian, informasi dan
komunikasi, dan monitoring (COSO, 2013).
Kelima komponen ini akan dicoba untuk
menjawab seluruh masalah yang ada di
Puskesmas. Hasil akhirnya  adalah
membentuk kerangka kerja yang dapat
dimanfaatkan oleh  Puskesmas untuk
mengatasi seluruh masalah yang ada.

IIl. METHODS

Kami menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif. Sumber data berasal dari
publikasi yang terdaftar dalam Science and
Technology Index (SINTA) dan Scopus.
Tujuan utama penggunaan pendekatan ini
adalah mengintegrasikan fenomena-
fenomena yang berhasil didokumentasikan
oleh beberapa literatur terdahulu dan akan
diintegrasikan dengan panduan
pengendalian internal dari COSO. Tahapan
pembambahasan akan dimulai  dari
fenomena  dan problematika  BLUD

Puskesmas, dilanjutkan dengan penjelasan
mengenai panduan pengendalian internal
dari COSO, dan mengintegrasikan
pengendalian internal COSO dengan
permasalahan dan memberikan solusi dari
permasalahan tersebut.

. RESULT

3.1 Fenomena dan Problematika BLUD

Puskesmas

Masalah pertama yang dihadapi oleh
Puskesmas adalah kesiapan mereka dalam
menghadapi transisi menjadi BLUD. Awal
mula rencana perubahan status Puskesmas
menjadi BLUD sudah dimulai pada tahun
2005 saat terbitnya Peraturan Pemerintah

Nomor 23 tahun 2005. Isu ini terus
berkembang dan hal yang menjadi
pemicunya adalah tingginya biaya

kesehatan, waktu pelayanan yang terkesan
lama, dan prosedur yang rumit (Dwiyanto,
2018). (Silalahi et al., 2021) menemukan
bahwa transisi Puskesmas menjadi BLUD
menyebabkan berbagai macam perubahan.
Perubahan ini menyebabkan banyak
masalah karena mereka belum siap dalam
menjalankan perubahan sistem BLUD
sehingga menyebabkan masalah pada
pengelolaan keuangan puskesmas. Salah
satu contohnya adalah penganggaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
klasifikasi pendapatan BLUD.

Kedua, pengelolaan keuangan BLUD
menjadi masalah sendiri bagi Puskesmas.
(Rondonuwu & Trisnantoro, 2013)
menemukan bahwa tranformasi Puskesmas
menjadi BLUD memili beberapa kendala
serius  khususnya pada pengelolaan
keuangan yang masih mandek dan masih
ada keraguan dalam melaksanakannya.
(Ariyati et al., 2016) menerangkan bahwa
Puskesmas masih belum siap dalam
mengubah standar akuntansi mereka dan
terkendala pula pada pegawai yang tidak
memiliki keahlian akuntansi. (Anggraeny,
2013) mengatakan beberapa Puskesmas
hanya fokus pada transisi pelayanan
kesehatan dan masih tidak menjalankan
transisi pengelolaan keuangannya. (Firdausi
& Pujaningsi, 2018) menemukan bahwa
masih banyak komponen Puskesmas yang
menolak dan belum siap dalam menghadapi
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transisi menjadi BLUD, khususnya pada
bagian keuangan yang perlu ada banyak
perombahan sistem akuntansi.

Ketiga, Puskesmas juga mengalami
masalah pada penggunaan dan
pemanfaatan informasi dan teknologi.
(Wismoyo & Nasution, 2022) berpendapat
bahwa kurangnya ketersediaan teknologi
menjadi masalah yang urgen dalam
menghaadapi transisi Puskesmas manjadi
BLUD. Saat ini, masih banyak Puskesmas
yang kekurangan dalam teknologi sehingga
memiliki masalah pada pelaporan
akuntansinya. Selain itu, kurangnya teknologi
juga berdampak pada kualitas informasi yang
diberikan oleh Puskesmas. (Saputra &
Nasution, 2022) menemukan bahwa BLUD
Puskesmas belum dapat memaksimalkan
potensi penggunaan teknologi sehingga
mereka memiliki masalah dalam pelaporan
keuangannya.

Keempat, masalah sumber daya
manusia dan kurangnya kompetensi dalam
bidang akuntansi juga menyebabkan
masalah bagi BLUD Puskesmas. (Wismoyo
& Nasution, 2022) menemukan bahwa
kurangnya sumber daya manusia dan
pelatihan akan pengelolaan keuangan
menjadi masalah mendasar dalam BLUD
Puskesmas. (Siska et al., 2021) mengatakan
alasan kegagalan BLUD Puskesmas dalam
menjalankan fungsinya adalah rendahnya
sumber daya manusia dan kurang cermatnya
penyusunan anggaran. (Sandria et al., 2020)
menyatakan bahwa lemahnya sumber daya
manusia menjadi biang keladi kegagalan
sistem akuntansi BLUD di Puskesmas
sehingga mengalami penurunan kinerja.

Kelima, masalah korupsi juga menjadi
biang kerok rusaknya BLUD Puskesmas.
(Fikri et al., 2022) menemukan bahwa BLUD
Puskesmas memiliki masalah serius dalam
pelaksaan dan pengakuan  Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Ada lima topik
yang menjadi sorotan dalam dana kapitasi
JKN. Pertama, tidak efektifnya dan tidak

jelasnya kebijakan dana kapitasi JKN.
Ketidakjelasan kebijakan ini berasal dari
kurang akuntabelnya informasi serta

kurangnya komunikasi. Kedua, rendahnya
pengetahuan mengenai akuntansi dan
sumber daya manusia yang menyedihkan.
Selain itu, Kketersediaan pegawai yang
berkompeten di sekitar organisasi juga
rendah  sehingga BLUD  Puskesmas

mengalami kekurangan pada kuantitas
individu yang kompeten. Ketiga, fasilitas
yang kurang lengkap menyebabkan

penyimpangan dalam pemanfaatan dana
kapitasi JKN. Keempat, kurangnya komitmen
dalam BLUD Puskesmas  sehingga
menyebabkan tingginya penyimpangan dana
kapitasi JKN. Terakhir, kebijakan yang
kurang tepat dalam perencanaan dana
kapitasi JKN. Masalah-masalah ini akan
menyebabkan peluang terjadinya korupsi
dalam dana kapitasi JKN.

Terakhir, miskinnya pengendalian
internal menyebabkan masalah kompleks
dalam BLUD Puskesmas. (Sandria et al.,
2020) mengatakan bahwa BLUD Puskesmas
memiliki sistem monitoring yang lemah
sehingga mereka sulit mengendalikan risiko.
(Siska et al., 2021) mengatakan kurangnya
pengendalian internal membuat timbulnya
masalah pada pengelolaan keuangan,
sumber daya manusia, dan pemanfaatan

teknologi. (Wijayanti et al., 2020)
berpendapat aktor dalam pengendalian
internal harulah orang yang kompeten,

independen, berpengalaman, dan mendapat
dukungan manajemen, jika hal tersebut tidak
terjadi maka pengendalian internal tidak akan
efektif.

3.2 Pengendalian Internal COSO

Pengendalian internal didefinisikan
dalam Kerangka 2013 sebagai “suatu proses,
yang dilakukan olenh dewan direksi,
manajemen, dan personel lain suatu entitas,
yang dirancang untuk memberikan keyakinan
memadai mengenai pencapaian tujuan yang
berkaitan dengan operasi, pelaporan, dan
kepatuhan” (COSO, 2013; KPMG, 2013).
Kerangka COSO dirancang untuk digunakan
oleh organisasi untuk menilai efektivitas
sistem pengendalian internal untuk mencapai
tujuan yang ditentukan oleh manajemen.
Kerangka Kerja 2013 mencantumkan tiga
kategori tujuan, serupa dengan Kerangka
Kerja 1992:

1. Operasi, terkait dengan efektivitas dan

efisiensi operasi entitas, termasuk
sasaran kinerja operasional dan
keuangan, dan menjaga aset dari
kerugian.

2. Pelaporan, terkait dengan pelaporan
keuangan dan non-keuangan internal
dan eksternal kepada pemangku
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kepentingan, yang mencakup
keandalan, ketepatan waktu,
transparansi, atau ketentuan lain yang
ditetapkan oleh regulator, pembuat
standar, atau kebijakan entitas.

3. Kepatuhan, terkait dengan kepatuhan

terhadap undang-undang dan
peraturan yang harus dipatuhi oleh
entitas.

Pengendalian internal COSO memiliki
lima komponen utama, vyaitu lingkungan
pengendalian, penilaian risiko, aktivitas
pengendalian, informasi dan komunikasi,
serta monitoring. Berikut penjelasan masing-
masing komponen:

1. Lingkungan  pengendalian adalah
seperangkat standar, proses, dan
struktur yang memberikan dasar untuk
melaksanakan pengendalian internal di
seluruh organisasi (COSO, 2013).
Dewan direksi dan manajemen senior
menetapkan nada di atas mengenai
pentingnya pengendalian internal dan
standar perilaku yang diharapkan.
Dalam lingkungan pengendalian ini,

terdapat lima prinsip yang
menaunginya, yaitu:
a. Organisasi menunjukkan

komitmen terhadap integritas
dan nilai-nilai etika;

b. Dewan direksi menunjukkan
independensi dari manajemen
dan melakukan pengawasan
terhadap pengembangan dan
kinerja pengendalian internal,

c. Manajemen menetapkan,
dengan pengawasan dewan,
struktur, jalur pelaporan, dan
wewenang serta tanggung
jawab yang sesuai dalam
mencapai tujuan;

d. Organisasi menunjukkan
komitmen untuk menarik,
mengembangkan, dan
mempertahankan individu-

individu yang kompeten agar
sejalan dengan tujuan;

e. Organisasi meminta
pertanggungjawaban individu
atas tanggung jawab

pengendalian internalnya dalam
mencapai tujuan.

2. Penilaian risiko melibatkan proses

dinamis dan  berulang untuk

mengidentifikasi dan menganalisis
risiko guna mencapai tujuan entitas,
membentuk dasar untuk menentukan
bagaimana risiko harus dikelola

(COSO0, 2013). Manajemen
mempertimbangkan kemungkinan
perubahan dalam lingkungan

eksternal dan model bisnisnya yang
dapat menghambat kemampuannya
untuk mencapai tujuannya. Penilaian
risiko juga memiliki empat prinsip
utama, yaitu:

a. Organisasi menetapkan tujuan
dengan kejelasan yang cukup
untuk memungkinkan
identifikasi dan penilaian risiko
yang berkaitan dengan tujuan;

b. Organisasi mengidentifikasi
risiko terhadap pencapaian
tujuannya di seluruh entitas dan
menganalisis risiko sebagai
dasar  untuk menentukan
bagaimana risiko tersebut harus
dikelola;

c. Organisasi mempertimbangkan
potensi  kecurangan dalam
menilai risiko terhadap
pencapaian tujuan;

d. Organisasi mengidentifikasi dan
menilai perubahan yang dapat
berdampak signifikan terhadap
sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas pengendalian adalah

tindakan yang ditetapkan oleh
kebijakan dan prosedur untuk
membantu memastikan bahwa
arahan manajemen untuk memitigasi
risiko terhadap pencapaian tujuan
telah dilaksanakan (COSO, 2013).
Aktivitas pengendalian dilakukan di
semua tingkat entitas, di berbagai
tahapan dalam proses bisnis, dan di
lingkungan teknologi. Hal ini mungkin
bersifat preventif atau detektif dan
dapat mencakup serangkaian
aktivitas manual dan otomatis seperti
otorisasi dan persetujuan, verifikasi,
rekonsiliasi, dan tinjauan kinerja
bisnis. Pemisahan tugas biasanya
dibangun dalam pemilihan dan
pengembangan aktivitas
pengendalian. Jika pemisahan tugas
tidak praktis, manajemen memilih dan
mengembangkan aktivitas
pengendalian alternatif. Beberapa
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prinsip dalam aktivitas pengendalian
sebagai berikut:

a. Organisasi memilih  dan
mengembangkan aktivitas
pengendalian yang

berkontribusi pada mitigasi
risiko untuk mencapai tujuan
ke tingkat yang dapat diterima;

b. Organisasi memilih  dan
mengembangkan aktivitas
pengendalian umum atas

teknologi untuk mendukung
pencapaian tujuan;

c. Organisasi menerapkan
aktivitas pengendalian melalui
kebijakan yang menetapkan
apa yang diharapkan dan

dalam prosedur yang
menerapkan kebijakan.
Informasi diperlukan bagi entitas

untuk melaksanakan tanggung jawab
pengendalian internal dalam
mendukung pencapaian tujuannya.

Komunikasi terjadi baik secara
internal maupun eksternal dan
memberikan organisasi informasi

yang dibutuhkan untuk melaksanakan
aktivitas pengendalian internal sehari-

hari (COSO, 2013). Komunikasi
memungkinkan  personel  untuk
memahami tanggung jawab

pengendalian internal dan pentingnya
hal tersebut bagi pencapaian tujuan.
Tiga prinsip utama dalam informasi
dan teknologi adalah:

a. Organisasi memperoleh atau
menghasilkan dan
menggunakan informasi yang
relevan dan berkualitas untuk
mendukung berfungsinya
pengendalian internal;

b. Organisasi
mengkomunikasikan informasi
secara internal, termasuk tujuan
dan tanggung jawab
pengendalian internal, yang
diperlukan untuk mendukung
berfungsinya pengendalian
internal;

c. Organisasi
dengan
mengenai
mempengaruhi
pengendalian internal.

berkomunikasi
pihak eksternal
hal-hal yang
fungsi

5. Monitoring terkait dengan evaluasi
berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau
kombinasi keduanya digunakan untuk
memastikan apakah masing-masing
dari lima komponen pengendalian
internal, termasuk pengendalian
untuk mempengaruhi prinsip-prinsip
dalam setiap komponen, ada dan
berfungsi. Temuan-temuan dievaluasi
dan kekurangan-kekurangan
dikomunikasikan secara tepat waktu,
dan masalah-masalah serius
dilaporkan kepada manajemen senior
dan dewan direksi (COSO, 2013).
Dua prinsip dalam monitoring adalah
sebagai berikut:

a. Organisasi memilih,
mengembangkan, dan
melakukan evaluasi
berkelanjutan dan/atau terpisah
untuk  memastikan apakah
komponen pengendalian

internal ada dan berfungsi;

b. Organisasi mengevaluasi dan
mengkomunikasikan
kelemahan pengendalian
internal secara tepat waktu
kepada  pihak-pihak  yang
bertanggung  jawab  untuk
mengambil tindakan perbaikan,
termasuk manajemen senior
dan dewan direksi, jika
diperlukan.

3.3 Integrasi Pengendalian Internal COSO
Terhadap BLUD Puskesmas

Pengendalian internal COSO
merupakan salah satu kerangka yang dapat
diterapkan diseluruh jenis sektor, salah
satunya sektor pemerintahan (COSO, 2013).
Penerapan BLUD merupakan salah satu
bagian dari sektor pemerintahan. (Maulidi &
Ansell, 2021) mengatakan bahwa
pengendalian internal COSO  dapat
diaplikasikan dalam sistem pemerintahan di
Indonesia walaupun tidak menyeluruh dan
perlu penyesuaian. Oleh karena itu, kami
mengembangkan sebuah kerangka
pemikiran dimana pengendalian internal
COSO digunakan untuk meningkatkan
pengendalian internal di BLUD Puskesmas
sehingga Puskesmas dapat menyelesaikan
seluruh problematika meraka.
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Kami menemukan enam
problematika yang terjadi saat transisi
puskesmas menjadi sebuah BLUD, vyaitu
kesiapan transisi, pengelolaan keuangan,

teknologi, sumber daya manusia, dan
tingginya korupsi. Berikut integrasi
pengendalian internal COSO dalam

mengatasi problematika yang dihadapi oleh
BLUD Puskesmas:
a. Kesiapan Transisi

COSO mengediakan keranga
pengendalian internal yang mengedepankan
kompetensi dan resposibilitas tinggi. Kedua
manfaat ini cocok untuk mengatasi masalah
yang dihadapi oleh BLUD Puskesmas. Unsur
kompetensi mengacu pada komponen
COSO, yaitu lingkungan pengendalian,
dimana prinsip-prinsip dalam lingkungan
pengendalian menyatankan untuk komitmen
terhadap kompetensi. Adanya komitmen
dalam  kompetensi membuat BLUD
Puskesmas selalu mengedepankan sumber
daya manusia yang berkualitas dan sesuai
dengan bidangnya. Selain itu, salah satu
prinsip dalam lingkungan pengendalian
merekomendasikan  untuk  mengadakan
pelatihan agar kompetensi pegawai BLUD
Puskesmas meningkat dan  semakin
berkualitas sehingga mereka tidak akan
kaget jika mengalami transisi atau perubahan
karena mereka sudah dilatih  untuk
menghadapi hal tersebut.

Kedua, pengendalian internal COSO
dapat meningkatkan responsibilitas BLUD
Puskesmas. Komponen penilaian risiko
membuat BLUD Puskesmas semakin peka
terhadap risiko yang akan muncul saat ini dan
dimasa yang akan datang. Sementara itu,
COSO juga memiliki komponen aktivitas
pengendalian yang dapat dikombinasikan
dengan penilaian risiko yang memiliki tujuan
akhir untuk merespon dan tindak lanjut dari
penemuan risiko. Kombinasi ini membuat
BLUD Puskesmas dapat meningkatkan
responnya  dan dapat menghadapi
perubahan dimasa yang akan datang.

b. Pengelolaan Keuangan

Masalah  pengelolaan  keuangan
dapat diatasi dengan menerapan beberapa
prinsip dalam COSO. Masalah keuangan
menjadi fokus utama dalam pengendalian
internal COSO (COSO, 2013). Pertama,
komponen lingkungan pengendalian
merekomendasikan agar BLUD Puskesmas
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memiliki pegawai yang kompeten dan
pelatihan terhadap pegawainya. Selain itu,
komponen ini juga menyarankan agar BLUD
Puskesmas menempatkan pegawai sesuai
dengan kompetensinya, seperti pegawai
yang ahli dalam akuntansi atau administrasi
kesehatan ditempatkan dalam pengelolaan

keuangan. Penempatan yang tepat ini
membuat  BLUD Puskesmas  dapat
menyelesaikan masalah pengelolaan

keuangan mereka.

Kedua, komponen penilaian risiko
juga berperan dalam pengelolaan keuangan
BLUD Puskesmas. Penilaian risiko dapat
membantu mencegah potensi
penyelewengan dalam pengelolaan
keuaangan. Penilaian risiko juga berfungsi
untuk mendeteksi risiko yang mungkin
muncul dalam proses pengelolaan
keuangan. Dengan adanya komponen ini,
BLUD Puskesmas dapat mengatasi berbagai
macam risiko yang mungkin muncul selama
transisi menjadi BLUD atau saat sudah resmi
menjadi BLUD.

Ketiga, komponen aktivitas
pengendalian dapat menindaklanjuti proses
penilaian risiko. Penilaian risiko menyediakan
dua fokus utama, pencegahan dan deteksi.
Aktivitas pengendalian dapat memanfaatkan
potensi risiko yang ada dalam penilaian risiko
untuk menciptakan pencegahan sehingga
masalah pengelolaan keuangan dapat
diatasi. Tidak sampai disitu, risiko hasil dari
deteksi dapat dilanjutkan dengan melakukan
investigasi sehingga BLUD dapat merancang
sistem untuk menghadapi risiko yang ada
dan mencegah risiko tersebut muncul lagi,
Selain itu, aktivitas pengendalian
menyarankan untuk penggunaan teknologi,
salah satunya pengaplikasian aplikasi
akuntansi yang dapat membantu
pengelolaan keuangan sekaligus sebagai
sistem pencegahan dan deteksi risiko juga.

Keempat, komponen informasi dan
komunikasi memainkan peran penting dalam

pelaporan dan pengelolaan keuangan.
Komponen informasi membuat BLUD
Puskesmas mengasilkan informasi yang

berkualitas, akuntabel, dan relevan. Hasil
akhir ini membuat pengelolaan keuangan
BLUD Puskesmas dapat lebih baik lagi.
Sementara itu, informasi yang berasal dari
pengelolaan keuangan ini dapat
dikomunikasi kepada seluruh stakeholder
sehingga mereka tahu dengan kinerja dan
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pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas
dan dapat menghindari risiko yang dimasa
yang akan datang.

Terakhir, monitoring memiliki peran
sebagai pengawai  seluruh  program
pengendalian internal COSO. Adanya
monitoring akan membuat seluruh pegawai
merasa diawasi sehingga risiko pengelolaan
keuangan dapat dihadapai. Selain itu, hasil
monitoring dapat dimanfaatkan oleh BLUD
Puskesmas untuk mengetahui kelemahan
program pengendalian internalnya sehingga
dapat diperbaiki sesegara mungkin dan
menutup peluang munculnya risiko yang
serupa.

c. Teknologi

Teknologi menjadi masalah serius
saat Puskesmas mengalami transisi menjadi
BLUD (Wismoyo & Nasution, 2022).
Kebutuhan akan teknologi baru dan aplikasi
akuntansi baru membuat Puskesmas harus
terbuka akan perubahan tersebut. Untuk itu,
pengendalian internal COSO membuat
pegawai lebih terbuka dan terus melakukan
inovasi. Pada komponen lingkungan
pengendalian, BLUD Puskesmas dapat
memberikan pelatihan mengenai teknologi
terbaru dan aplikasi akuntansi yang akan
diterapkan setelah transisi terjadi.
Selanjutnya, komponen penilaian risiko
menyarankan menerapak teknologi yang
dapat mencegah sekaligus dapat mendeteksi
risiko dan fraud. Komponen aktivitas
pengendalian merupakan komponen
memerlukan teknologi canggih agar seluruh
program pengendalian internal dapat
berjalan dengan baik dan efektif. Komponen
informasi dan komunikasi juga
mengharuskan BLUD Puskesmas
menerapkan aplikasi akuntansi agar
informasi yang dihasilkan memiliki kualitas
yang baik dan mudah dikomunikasikan
dengan para  stakeholder.  Terakhir,
monitoring juga memerlukan teknologi agar
BLUD Puskesmas mudah mengawasi
seluruh program pengendalian internal dan
mudah dalam melakukan evaluasi. Dengan
demikian, pengendalian internal berbasis
teknologi dapat menyelasaikan seluruh
problematika BLUD.

d. Sumber Daya Manusia

Masalah utama transisi BLUD
Puskesmas adalah sumber daya manusia
yang ditempatkan tidak sesuai dengan
keahliannya. Banyak penanggungjawab

keuangan bukanlah seorang akuntan atau
mengerti bidang akuntansi (Sandria et al.,
2020). Selain itu, (Siska et al.,, 2021)
mengatakan bahwa  mereka  sering
bermasalah dalam menyusun anggaran
karena kurangnya keahlian. Oleh karena itu,
pengendalian internal COSO menyarankan
untuk melakukan pelatihan. Pelatihan
mengenai  penerapan  akuntansi dan
teknologi BLUD perlu terus dilakukan agar
para  penanganggungjawab keuangan
Puskesmas mengerti sistem akuntansi dan
dapat melakukan penyesuaian walaupun
bukan keahlian utamanya. Disisi lain,
Puskesmas juga harus merekrut beberapa
pegawai yang memiliki keahlian dibidang
akuntansi atau administrasi kesehatan.
e. Korupsi

Kasus korupsi merupakan kasus
kecurangan yang sering terjadi di sektor
pemerintahan (Association of Certified Fraud
Examiners Indonesia, 2019), termasuk
didalamnya BLUD (ICW, 2023). Sementara
itu, salah satu kasus sering terjadi saat
transisi Puskesmas menjadi BLUD adalah
dana kapitasi JKN. (Fikri et al., 2022)
menemukan bahwa ada lima potensi atau titik
terjadinya korupsi, yaitu masalah kebijakan
yang tidak jelas dari BLUD, sumber
pengetahuan dan sumber daya manusia

yang rendah akan ilmu akuntansi dan
keuangan, penyelewengan dana kapitasi
yang tidak sesuai dengan penggunaannya,
kurangnya komitmen, dan  miskinnya
perencanaan dana kapitasi JKN.
Masalah-masalah ini dapat
diselesaikan dengan menerapkan

pengendalian internal COSO. Pengendalian
internal COSO di desain agar organisasi
dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon
segala macam risiko termasuk korupsi
(KPMG, 2013). Lima komponen ini dapat
saling berintegrasi sehingga  dapat
memberantas adanya korupsi dalam BLUD
Puskesmas. Komponen lingkungan
pengendalian berperan dalam menciptakan
lingkungan yang penuh akan etika dan nilai
moral baik sehingga pegawai enggan
melakukan tindakan korupsi. Penilaian risiko
berperan dalam memprediksi kemungkinan
risiko yang akan muncul saat ini dan di masa
depan. Aktivitas pengendalian dapat
menciptakan sistem pengendalian yang
proaktif terhadap risiko dan menindaklanjuti
penilaian risiko. Informasi dan komunikasi
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yang baik dapat menciptakan hotline (tempat
pengaduan) yang efektif dalam mencegah
dan deteksi korupsi.

Dengan demikian, pengendalian
internal COSO menjadi panduan yang tepat
untuk ditarapkan di BLUD Puskesmas.

Penerapan pengendalian internal COSO
dapat menyelesaikan masalah pada
pengendalian internal Puskesmas

sebelumnya, seperti lemahnya monitoring,
kurangnya teknologi, kurangnya sumber
daya manusia, lemahnya pengelolaan
keuangan, dan auditor internal yang tidak
kompeten, independen, berpengalaman,
serta tidak mendapat dukungan dari
manajemen. Oleh karena itu, pengendalian
internal COSO dapat menyelesaikan seluruh
masalah tersebut sehingga pengendalian
internal BLUD Puskesmas menjadi lebih
baik. Pengendalian internal yang sudah
mengandung panduan COSO dapat
sesegera mungkun mengatasi seluruh
problematika BLUD Puskesmas sehingga
mereka dapat bekerja dengan baik serta
meningkatkan kinerjanya. Berikut desain
integrasi  pengendalian internal COSO
terhadap BLUD Puskesmas:

Gambar 1. Integrasi Pengendalian Internal
COSO pada BLUD Puskesmas

COSs0
Problematika
BLUD Puskesmas

* Lingkungan
Pengendalian

* Penilaian + Kesiapan Transisi
Risiko ™

» Aktivitas * Pengelolaan
Pengendalian Keuangan (+)

» Informasi » Teknologi (+)
dan - SDM (+)
Komunikasi * Korupsi (-)

* Monitoring

IV. CONCLUSION

Pengendalian internal CO0sO

merupakan panduan bagi seluruh entitas
termasuk pemerintahan untuk menciptakan
pengendalian keuangan yang baik sehingga
kinerja organisasi mengalami peningkatan.
Pengendalian ini dapat menjadi salah satu
cara bagi BLUD Puskesmas untuk
meningkatkan kinerjanya dan masa depan
yang lebih baik karena saat Puskesmas
menjadi BLUD maka merekan harus mandiri.
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Oleh karena itu, penelitian ini membuat
pengendalian internal Puskesmas yang
sebelumnya memiliki masalah pada sistem
monitoring, sumber daya manusia, dan
teknologi dapat diselesaikan dengan
menerapkan pengendalian internal berbasis
COSO.

Artikel ini juga mengajak BLUD
Puskesmas untuk lebih peka terhadap risiko
yang ada di sekitarnya dan melakukan
perubahan agar risiko tersebut dapat diatasi.
Beberapa problematika yang dihadapi oleh
BLUD Puskesmas adalah kesiapan,
pengelolaan keuangan yang buruk, teknologi
yang masih tradisional, sumber daya
manusia yang tidak kompeten dan tidak
tepat, dan tingginya potensi korupsi.

Masing-masing komponen
pengendalian  internal COSO
menyelesaikan problematika BLUD
Puskesmas. Masalah kesiapan dapat
diselesaikan dengan lingkungan
pengendalian dan penilaian risiko. Masalah
pengelolaan  dapat dihadapi dengan
mengkombinasikan  seluruh  komponen
pengendalian internal COSO. Masalah
teknologi diatasi dengan kelima komponen
COSO. Masalah sumber daya manusia
diatasi dengan lingkungan pengendalian.
Masalah korupsi dapat diberantas dengan
menerapkan kelima komponen pengendalian
COSO. Dengan demikian, pengendalian
interal COSO dapat menjadi solusi terbaik
saat Puskesmas menjadi BLUD.

Kontribusi dari penelitian secara
teoritis adalah menambah litertatur baru
mengenai pengendalian internal di sektor

dalam
dapat

kesehatan seperti BLUD Puskesmas.
Tambahan literatur ini juga memberikan
peluang untuk penelitian selanjutnya,
khususnya pada pelaksanaan BLUD

Puskesmas. Kontribusi praktisnya adalah
meningkatkan pengendalian internal BLUD
Puskesmas. Tak hanya itu, gambaran
pengendalian internal dari COSO juga dapat
meningkatkan tata kelola BLUD Puskesmas,
pengelolaan keuangan yang lebih baik, dan
mencegah terjadinya korupsi.
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